
 

sebagai berikut: 

1. Sengketa hak milik atas tanah ini terjadi karena tergugat sebagai 

pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan tata usaha 

negara berupa sertifikat hak milik tidak melakukan penyelidikan 

terhadap riwayat bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam 

perkara putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG tentang penguasaan fisik 

tanah sebelum tanah tersebut diukur untuk menerbitkan sertifikat hak 

milik (SHM) sehingga pihak yang berkepentingan tidak mengetahui 

bahwasanya terhadap tanah yang dikuasainya telah dilakukan 

pengukuran dan penerbitan sertifikat.Akibatnya sertifikat yang telah 

diterbitkan tersebut harus dicabut karena bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. 

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hak atas tanah 

terhadap putusan No.11/G/2018/PTUN.PDG. Sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengubah Undang- 

 
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

terhadap sengketa hak atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Padang No. 11/G/2018/PTUN.PDG, berangkat dari uraian yang 

telah ditetapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 47 jo Pasal 50, serta Pasal 54 Ayat 

(1) Undang-Undang Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tata Usaha 

Negara berwenang menyelesaikan perkara ini. Kemudian berdasarkan 

fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tergugat dalam 

penerbitan objek sengketa tidak berpedoman kepada undang-undang 

yang berlaku.Oleh karena itu Majelis hakim memutuskan untuk 

membatalkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 
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9409/Nagari Lingkuang Aua, tanggal penerbitan sertifikat 21 juni 

2017, Surat Ukur Nomor: 7785/2015, luas 10.917 m2, tanggal 19 Mei 

2015, atas nama Firman Oemar, Menghukum tergugat untuk 

membayar biaya perkara sebesar Rp.3.895.000,-(Tiga Juta Delapan 

Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). 

3. Kasus sengketa dalam putusan No. 11/G/2018/PTUN.PDG termasuk ke 

dalam wilayah Mazhalim dalam siyasah qadha’iyyah karena sengketa 

 

Pertanahan yang ada sebelum menerbitkan sertifikat hak atas tanah 

agar harus lebih teliti dalam melihat data fisik dan data yuridis 

sehingga sertifikat yang diterbitkan tidak cacat hukum dan tidak 

merugikan pihak lain serta dalam menjalankan tugasnya hendaknya 

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

3. Bagi pemerintah Negara Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat 

agar lebih giat dalam mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan 

ini terjadi antara pemegang kekuasaan yakni Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pasaman Barat dalam menerbitkan sertifkat Hak Milik Atas 

Tanah dengan Masyarakat.Dalam putusan tersebut pertimbangan 

hakim dalam memutus sengketa tersebut juga berdasarkan analisis 

siyasah qadha’iyyah telah sesuai dengan peradilan Islam karena 

putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan Islam 

di antaranya yaitu prinsip keadilan, prinsip musyawarah, serta prinsip 

persamaan. 

5.2 Saran 

1. Bagi seluruh masyarakat yang memiliki tanah yang sudah lama 

dikuasai dan tidak ada klaim kepemilikan dari orang lain terhadap 

tanah tersebut untuk dapat segera mengurus Sertifikat Hak Milik 

(SHM) atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan setempat sehingga 

kepemilikan atas tanah tersebut sudah berkekuatan hukum dan dapat 

terhindar dari sengketa. 

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan seluruh Kantor 



 

 
dengan kepemilikan tanah dan antisipasi konflik sengketa tanah, agar 

mengurangi tingkat kasus sengketa tanah di Indonesia khususnya di 

Provinsi Sumatera Barat. 
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